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SALINAN

                                                      PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2024/MS.Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH

       Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam

sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat

antara:

XXXX BINTI XXXX, NIK XXXX, tempat /tanggal lahir  Lam Asan/ 26 Oktober

1986,  usia 37 tahun,  jenis kelamin  perempuan,

agama  Islam,  warga  negara  Indonesia,

pekerjaan  mengurus rumah tangga,  pendidikan

SLTA,  tempat  tinggal Jalan Malem Dagang No.

43,  Gampong  XXXX,  Kecamatan XXXX, Kota

Banda  Aceh, Email  dan  No.  Handphone

ida295780@gmail.com /  0813-6265-9859,

sebagai Penggugat;

Melawan

XXXX BIN XXXX, NIK XXXX tempat /tanggal lahir Jakarta / 01 Maret 1981,

usia  43  tahun,  jenis  kelamin  laki-laki,  agama

Islam,  warga  negara  Indonesia,  pekerjaan

Wiraswasta, pendidikan Diploma II, tempat tinggal

Jalan  Kesatrian  No.  22,  Kelurahan  XXXX,

Kecamatan XXXX,  Kota  Jakarta  Utara, RT  05,

RW  05,  No.  Handphone:  0813-9452-7874,

Sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang; 
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SALINAN

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal  16 Agustus

2024 telah  mengajukan  gugatan  Cerai  Gugat,  yang  telah  didaftar  di

Kepaniteraan  Mahkamah  Syar'iyah  Banda  Aceh,  Register  Nomor

303/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 26 Agustus  2024, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2011, Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh

Jaya, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

57/10/IV/2011, tertanggal 16 April 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

rumah sewa  yang  beralamat  di  lamno  selama  6  tahun,  kemudian

Penggugat  dan  Tergugat  pidah  ke  rumah  sewa  yang  beralamat  di

jakarta  selama  4  tahun,  dan  penggugat  dan  Tergugat  terakhir  tigal

bersama di Gampong dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

mulai tidak harmonis disebabkan karena :

 Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

oleh  Tergugat,  dimana  Tergugat  jarang  memberikan  nafkah  lahir

maupun batin;

 Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  juga  terjadi  dikarenakan

Tergugat  sering  menelpon  wanita  lain,  Penggugat  sudah  sering

mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya akan tetapi Tergugat

juga tidak pernah berubah;

 Bahwa pada bulan Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah

tidak  satu  tempat  tinggal  lagi  dikarenakan  Tergugat  sudah  tidak

pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

4. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Penggugat  untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda
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SALINAN

Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX bin XXXX)

terhadap Penggugat (XXXX binti XXXX);

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-

anak yang bernama:

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk

mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Membebankan biaya  perkara  ini  sesuai  peraturan  yang

berlaku; 

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  sidang  yang  ditentukan  Penggugat

telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah

datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

resmi  dan  patut  yang  relaas  panggilannya  dibacakan  di  dalam  sidang,

sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  itu  disebabkan  suatu

halangan yang sah yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Majelis  Hakim telah  berupaya  menasehati  Penggugat  agar

mau rukun  kembali  dalam rumah tangga dengan  Tergugat,  namun tidak

berhasil  karena  Penggugat  telah  bertekad  tetap  ingin  bercerai  dengan

Tergugat;
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Bahwa dalam perkara ini  tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi

sebagaimana ketentuan  Peraturan Mahkamah Agung RI  Nomor  1  Tahun

2016 karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun

telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim

melanjutkan  pemeriksaan  perkara  aquo dengan  terlebih  dahulu

membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum

yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  Tergugat  tidak  mengajukan  jawabannya  terhadap  dalil-dalil

gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotocopy  Kartu  Tanda  Penduduk  Nomor  XXXX,  atas  nama

Penggugat  (XXXX),  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota Banda Aceh tanggal 27

Desember  2023.  Bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,

dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2; 

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 18 April 2011,

yang dikeluarkan oleh  Kantor  Urusan Agama Kecamatan Lamno,

Kabupaten  Aceh   Jaya,  Provinsi  Aceh.  Bukti  surat  tersebut  telah

diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai,  lalu oleh Ketua Majelis diberi  tanda

P.2; 

3. Fotokopi  Surat  Rekomendasi  tentang permasalahan rumah tangga

Nomor :  470/03/2024,  tanggal  13 Agustus 2024,  yang dikeluarkan

oleh  Keuchik  Gampong  XXXX,  Kota  Banda  Aceh.   Bukti  surat

tersebut  telah  diberi  meterai  cukup  dinazegelen  Pos  dan  telah

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Ketua

Majelis diberi tanda bukti P.3; 

B. Bukti Saksi:

                                                 Halaman 4 dari 15  Putusan Nomor  303/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

1. XXXX binti XXXX, tempat/tgl. lahir di  Lam XXXX,  22 Oktober 1991,

(umur 32 tahun), Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,  tempat

kediaman  di Gampong  Jln  Nasruddin  Rasyid  Gpg  Emperom

Kecamatan  Jaya  Baru  Kota  Banda  Aceh,  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah

kakak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai abang

ipar saksi yang merupakan pasangan suami isteri yang menikah

sudah 6 (enam) tahun yang lalu di Lamno dan selama perkawinan

antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di Lamno di rumah sewa;

- Bahwa  pada  mulanya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

dalam  keadaan  rukun  damai  namun  sejak  tahun  tahun  2012

keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  tidak

harmonis  mulai  terjadi  pertengkaran  yang  terus  menerus

disebabkan  Tergugat  tidak  bertanggung  terhadap  nafkah

Penggugat  dan Tergugat  menjalin  hubungan dengan wanita  lain

(selingkuh)  padahal  sudah  sering  di  ingatkan  oleh  Penggugat

namun  ketika  Penggugat  ingatkan  Tergugat  marah  pada

Penggugat;

- Bahwa  akibat  permasalahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat

pisah  rumah   sejak  Januari  2024  sampai  dengan  sekarang

Penggugat  dan  Tergugat  sama  sama  keluar  dari  kediaman

bersama Penggugat pulang ke Lamno sedangkan Tergugat pindah

ke Jakarta;

- Bahwa  permasalahan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

2. XXXX binti,  XXXX tempat/tgl. lahir di Lam reh , 19 desember 1988,

(umur 34 tahun), Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat

kediaman di Gampong Lamreh Jln Lamreh Darussalam   Kecamatan

Darussalam  ,  Kabupaten  Aceh Besar,  di bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:
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SALINAN

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah

tetangga saksi saat tinggal di Jakarta dan benar Penggugat dan

Tergugat adalah suami isterinya yang menikah pada tanggal 16

April 2011 yang lalu dan belum dikarunia anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di  rumah Lamno selama 6 (enam) tahun,  kemudian Penggugat

dan Tergugat pindah ke Jakarta bertempat di rumah sewa selama

4 (empat) tahun dan selanjutnya pindah ke Gampong;

- Bahwa  pada  mulanya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

dalam keadaan rukun damai namun setelah usia pernikahan jalan

6  bulan  berumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  tidak

harmonis  terjadi  pertengkaran  yang  terus  menerus  disebabkan

Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah ditambah lagi

Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa  akibat  permasalahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat

telah  pisah  rumah  masing  masing  pulang  ke  rumah

orangtua/keluarganya masing-masing;

- Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berusaha  untuk  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa  Penggugat  menyampaikan  kesimpulan  secara  lisan  yang

pada pokoknya tetap pada dalil-dalil  gugatannya dan mohon gugatannya

dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala

sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana  terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7
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Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal tersebut) jo

Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut,

perkara  ini  menjadi  wewenang  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar’iyah,

dalam hal ini Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh;

Menimbang,  bahwa  untuk  pemeriksaan  perkara  ini  Majelis  Hakim

telah  memanggil  Penggugat  dan  Tergugat untuk  hadir  di  persidangan,

sebagaimana  yang  dimaksud  oleh  Pasal  55  Undang-Undang  Nomor  7

Tahun  1989,  Pasal  145  ayat  (1)  dan  (2)  R.Bg  dan  Pasal  26  ayat  (1)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  dan  Pasal  16  Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan

Persidangan  di  Pengadilan  Agama  Secara  Elektronik,  panggilan  kepada

Penggugat dan  Tergugat telah  disampaikan  secara  resmi  dan  patut

sebagaimana  yang  dimaksud  Pasal  26  ayat  (2),  ayat  (3)  dan  ayat  (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 7 angka (1)  dan (2)

Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas

Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. SEMA Nomor

1 Tahun 2023 Tentang tata cara Panggilan dan pemberitahuan melalui surat

tercatat;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal

39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo

Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun

1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah

berupaya  seoptimal  mungkin  mendamaikan  Penggugat  dengan  Tergugat

agar  tetap  mempertahankan  ikatan  perkawinannya  dan  berupaya

memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  7  ayat  (1)  Peraturan

Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  mediasi,  jika  kedua

belah pihak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, maka Hakim

mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, dalam perkara ini pihak
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karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, oleh karena itu Majelis

menyatakan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan gugatan

tersebut harus diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa  untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal

31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal

82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

untuk  kali  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  juncto

Pasal  154 ayat (1) RBg, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung

telah  berupaya  menasehati  dan  menganjurkan  agar  Penggugat  bersabar

dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat,  akan tetapi

upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada tekadnya untuk

bercerai  yang  berarti  tidak  ingin  lagi  mempertahankan  keutuhan  rumah

tangganya dan Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 55

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  yang telah diubah untuk kali kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  juncto Pasal 26 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil

dengan sepatutnya,  Penggugat  hadir  menghadap sendiri  di  muka sidang

sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain

sebagai  wakil/kuasanya yang  sah  dan ketidakhadirannya  itu  tanpa  suatu

alasan yang sah atau hal-hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah

Penggugat telah menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran  yang  disebabkan  oleh  hal-hal  sebagaimana  telah  diuraikan

pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang

untuk menyampaikan jawabannya, berarti Tergugat tidak mau membela hak

dan kepentingannya sekaligus dapat dianggap telah tidak membantah serta

mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat,  maka dengan sendirinya dalil-dalil

gugatan tersebut telah menjadi fakta yang tetap;
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Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  tidak  pernah  hadir  untuk

menyampaikan  jawaban  atau  sanggahan,  akan  tetapi  karena  perkara  ini

adalah  perkara  perceraian  kepada  Penggugat  tetap  dibebani  untuk

membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  kehendak  Pasal  39  ayat  (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal  19 huruf  f  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka untuk melakukan perceraian harus

ada  cukup  alasan  bahwa  antara  suami  istri  terus  menerus  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  akan  dapat  hidup  rukun  lagi

sebagai suami istri;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  menguatkan   dalil-dalil

gugatannya  dengan  mengajukan bukti tertulis  P.1, P.2 dan P.3 dan bukti

kesaksian  dua  orang saksi masing-masing bernama  XXXX binti XXXX

dan  XXXX  Binti  XXXX.  Kedua  orang  saksi  tersebut  telah  memberikan

keterangan  dibawah  sumpah   di  muka  sidang  yang  keterangannya

sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang,  bahwa  bukti P.1 adalah fotokopi kartu tanda penduduk

atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,  dan

ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung

R.I Nomor  MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka  alat

bukti tersebut  merupakan  bukti otentik, mempunyai  nilai  pembuktian  yang

sempurna,  mengikat  dan menentukan,  oleh karena itu  alat  bukti  tersebut

dapat diterima sebagai bukti  bahwa Penggugat berdomisili  dalam wilayah

yurisdiksi Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh;  

Menimbang,   bahwa  bukti  P.2 adalah fotokopi  akta  nikah  yang

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,  dan ternyata alat bukti tersebut

telah memenuhi  syarat  formal  dan syarat  materil  sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor  MA/Kumdil/

225/VIII/  K/94  tanggal  15  Agustus  1994,  maka   alat  bukti  tersebut

merupakan  bukti otentik, mempunyai  nilai  pembuktian  yang sempurna,
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mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima

sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sampai

saat ini, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang

mempunyai  hubungan  hukum  dan  berkepentingan  dengan  perkara  ini

(persona standi in judicio);

Menimbang,   bahwa  bukti  P.3 adalah fotokopi  rekomnedasi,  yang

dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XXXX, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda

Aceh bukti  tersebut telah dikeluarkan oleh oleh pejabat yang berwenang,

dan ternyata alat bukti  tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat

materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah

Agung  R.I  Nomor   MA/Kumdil/  225/VIII/  K/94  tanggal  15  Agustus  1994,

maka   alat  bukti  tersebut   merupakan   bukti  otentik,  mempunyai   nilai

pembuktian  yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat

bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat

telah  di  damaikan  dalam  rumah  tangga  oleh  Keuchik  Gampong  yang

menunjukkan benar adanya kemelut dalam rumah tangga Penggugat;

Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  Penggugat,  sudah  dewasa  dan

sudah  disumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formal  sebagaimana  diatur

dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi

Penggugat didasarkan  pada pengetahuan,  penglihatan  dan pendengaran

saksi, keterangan  para saksi yang intinya saling terkait  antara satu dengan

yang  lain  dan relevan dengan dalil  gugatan Penggugat,  oleh karena itu

keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana

telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua

saksi  tersebut  memiliki  kekuatan pembuktian dan dapat  diterima sebagai

alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil  gugatan  Penggugat  serta

keterangannya dikaitkan dengan bukti-bukti dan sikap Penggugat  di muka

sidang, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
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- Bahwa  Penggugat   dan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah  yang  telah

menikah pada tanggal 16 April 2011 yang lalu, namun belum mempunyai

keturunan;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang puncaknya terjadi  pada Januari  2024 yang lalu

sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret

2024 dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat   sudah tidak saling

memperdulikan lagi sebagai suami istri;

- Bahwa upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak berperkara sudah

berulang  kali  dilakukan  tetapi  tidak  berhasil  sehingga  mereka  tidak

mungkin disatukan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah mengalami keretakan dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat

dan  Tergugat  karena  apabila  rumah  tangga  itu  harmonis  dan  bahagia,

tentunya Penggugat dan Tergugat tetap tinggal  bersama membina rumah

tangganya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa

perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi yang pecah

(marriage breakdown) dan sudah sangat sulit untuk disatukan lagi sehingga

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan

Tergugat  juga  dapat  dilihat  dari  sikap  Penggugat  selama  persidangan

berlangsung yang benar-benar tidak ada keinginan lagi untuk mempertahan

kan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (marriage breakdown), maka

dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab

perselisihan  dan  pertengkaran,  sesuai  dengan  Yurisprudensi  Putusan

Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecah

dan runtuhnya rumah tangga itu sendiri; 
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Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan

tidak  ingin  lagi  mempertahankan  ikatan  perkawinannya,  maka  upaya

mempertahankannya adalah merupakan upaya yang sia-sia dan dipandang

sudah  sangat  sulit  untuk  mewujudkan  tujuan  perkawinan  yaitu  membina

rumah  tangga  yang  kekal,  bahagia,  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah,

sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud

Pasal  1  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal  3  Kompilasi

Hukum Islam Tahun 1991; 

Menimbang,  bahwa perceraian  adalah  merupakan  perbuatan  halal

yang  dibenci  Allah  SWT  yang  sedapat  mungkin  dihindari  oleh  setiap

pasangan keluarga,  akan  tetapi  mempertahankan perkawinan  Penggugat

dan  Tergugat  dengan  kondisi  seperti  tersebut  di  atas,  justru  akan  lebih

mendatangkan keburukan yang lebih besar dari  pada kemaslahatan yang

akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama

bagi Penggugat, padahal menolak keburukan lebih diprioritaskan dari pada

menarik  kemaslahatan,  sebagaimana  disebutkan  dalam  kaidah  fiqhiyah

yang diambil alih sebagai hujjah dalam putusan ini yang berbunyi sebagai

berikut: 

لح           لمصا ا جلب من ولى أ سد لمفا ا درأ

Artinya:  “Menolak  mafsadat  (keburukan)  lebih  didahulukan  dari  pada

menarik kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang,  bahwa  disamping  itu  alasan  tersebut  telah  sesuai

dengan  pendapat  Pakar  Hukum  Islam  yang  terdapat  dalam  Kitab  Fiqh

Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis

Hakim yang berbunyi :

مما             الإيذاء وكان الزوج اعتراف أو الزوجية ببينة القاضي لدى دعواها ثبت يطاق لا وإذا

بائنة               طلقة طلقها بينهما الإصلاح عن القاضي وعجز مثلها بين العشرة دوام معه

Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan

bukti  dari  pihak  isteri  atau  pengakuan  suami,  sedangkan  adanya

perihal menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang
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harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan

kedua  belah  pihak,  maka  Hakim  dapat  menceraikannya  dengan

talak ba’in”

Dengan  demikian  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  jalan  terbaik

bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh

Penggugat  telah  terbukti  dan  memenuhi  ketentuan  Pasal  39  ayat  (2)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jucnto  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi

Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  ternyata  Tergugat  telah  dipanggil

dengan sepatutnya untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan

tidak  pula  mewakilkan  kepada  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

kuasanya  dan  tidak  pula  ternyata  bahwa  ketidakhadirannya  tersebut

disebabkan suatu halangan yang sah,  serta  ternyata gugatan Penggugat

tidak  melawan  hukum  dan  beralasan  dan  Penggugat  mohon  diberikan

putusan,  maka  dengan  demikian  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa

dengan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR / Pasal 149 Ayat (1) RBg,

gugatan Penggugat sudah sepatutnya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli

hukum Islam dalam kitab  Al Anwar Juz II halaman  55  yang diambil alih

sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi :

بالبـينة                  إثـباته جاز غيـبة أو تـوارى أو بتعـزز تعـزز فإن

Artinya :  “Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau

tidak  diketahui  tempat  kediamannya,  maka  perkaranya  boleh

diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di

persidangan  sedangkan  gugatan  Penggugat  telah  beralasan  hukum oleh
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karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat

patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada

Penggugat  untuk  membayarnya  yang  jumlahnya  sebagaimana  termaktub

pada amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

pasal-pasal yang berkenaan serta dalil-dalil  Syar’i  yang berkaitan dengan

perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX bin XXXX) terhadap

Penggugat (XXXX binti XXXX);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp. 250.500,-(dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah  putusan ini  dijatuhkan dalam rapat  permusyawaratan

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 2

Oktober 2024 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 H,  oleh

kami  XXXXX.,  sebagai  Ketua Majelis,  XXXXXX  dan  XXXXXXX.,  masing-

masing selaku Hakim Anggota,  Putusan tersebut diucapkan dalam terbuka

untuk umum dan  disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Infomasi

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober  2024

M, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1446 H, oleh Ketua Majelis

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh XXXXXX

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik

tanpa hadirnya  Tergugat;

                                          Ketua Majelis,
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               XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

XXXXXXXX

Hakim Anggota,

XXXXXXXXXX

        Panitera Pengganti,

   

           XXXXXXXXX

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp.    30.000,-

2. Biaya Proses Rp.  100.000,-

3. Biaya Panggilan Rp.    80.500,-

4. PNBP Rp.    20.000,-

5. Redaksi Rp.    10.000,-

6. Materai                                 Rp.    10.000,-  

   Jumlah  Rp.  250.500.-

   (dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)
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